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1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pihak yang berpandangan kerugian yang 

diderita oleh BUMN dihitung dari satu transaksi saja berkata, “Andaikan 

BUMN tersebut tidak mengalami kerugian, BUMN memperoleh Rp. 

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun”. 

Perhitungan laba-rugi sebuah korporasi dilakukan dalam 1 (satu) 

tahun, bukan satu atau lebih transaksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 

ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa “Direksi menyampaikan laporan 

tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris (Board of 

Commissioners) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan  

setelah tahun buku Perseroan berakhir”. Laporan tahunan sekurang- 

kurangnya harus memuat:205
 

a) Laporan keuangan yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya neraca 

akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun 

buku sebelumnya, laporan laba-rugi dari tahun buku yang 

bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta 

catatan atas laporan keuangan tersebut; 

b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan; 
 

c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR); 
 

d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 

kegiatan usaha Perseroan; 

 
 
 
 

205 Lihat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
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e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau; 

f) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris; 
 

g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan 

tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan untuk tahun yang 

baru lampau. 

Dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU PT di atas, perhitungan laba- 

rugi sebuah korporasi dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pada 

mekanisme inilah diambil suatu kesimpulan adanya keuntungan atau 

kerugian dalam korporasi dengan berdasarkan pada laporan tahunan. Jika 

dalam RUPS laporan tahunan yang disampaikan direksi diterima, maka 

menurut hukum Perseroan, pertanggungjawaban direksi dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengurus Perseroan 

telah terlaksana secara baik. Dalam kondisi seperti ini direksi 

mendapatkan pembebasan tanggung jawab. Hal ini disebut dengan istilah 

acquit et decharge.206 Dengan demikian, jika BUMN menderita kerugian 

atas keputusan bisnis direksi pada masa kepengurusannya pada tahun 

 
 
 
 

206 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak 
mengenal istilah acquit et decharge. Namun, istilah acquit et decharge ditemukan dalam 
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan 
keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas 
kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. 
Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh 
pemegang saham/menteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et decharge 
direksi dan komisaris/dewan pengawas perusahaan. 
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buku itu, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

pidana. 

Namun, kenyataannya walaupun RUPS menerima laporan tahunan 

yang disampaikan oleh direksi, kerugian bisnis (corporate loss) acap kali 

menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan, atau KPK. 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) 

huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.207 Jadi, untung- 

rugi suatu korporasi terlebih dahulu harus diselesaikan dan diputuskan 

melalui RUPS, bukan langsung digugat ke Pengadilan Negeri Tipikor. Jika 

dalam RUPS tersebut memutuskan bahwa kerugian yang dialami dalam 

suatu korporasi “clear”, maka dipandang tidak perlu aparat penegak 

hukum menggugat pengurus BUMN ke Pengadilan Negeri Tipikor atas 

kerugian yang diderita BUMN tersebut. Sebab, hakim tidak memahami 

bisnis sehingga tidak memiliki kompetensi menilai keputusan bisnis. 

Penulis akan memberikan contoh untung-rugi suatu korporasi terlebih 

dahulu harus diselesaikan dan diputuskan melalui RUPS. Dalam perkara 

Bambang Riyadi Sugomo v Handi Sujanto, Nomor 2743K/Pdt/1995.  

Dalam kasus ini, Bambang Riyadi Sugomo sebagai Direktur Utama (dirut) 

 
 
 

207 Lihat Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan 
“standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi 
Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. 
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P.T. Pintalanmas Internalusa melayangkan gugatan terhadap pengusaha 

di Jakarta, Handi Sujanto, dengan dalil-dalil di bawah ini: 

1. Penggugat telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan sehari-harinya mengingat 

Tergugat sebagai salah seorang komisaris P.T. Pintalanmas 

Internalusa. 

2. Penggugat mengemukakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh 

Penggugat disalahgunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi atas 

fasilitas kredit bank dengan cara mentransfer secara berturut-turut ke 

rekening pribadi Tergugat. Penggugat menilai Tergugat telah 

memalsukan dan menaikkan harga kontrak sehingga Penggugat 

merasa dirugikan. 

3. Selanjutnya, dengan dibelinya 12 (dua belas) set Gen Set, Penggugat 

menilai Tergugat telah melakukan manipulasi dengan menaikkan 

harga pembelian. 

4. Dengan terjadinya manipulasi di atas tersebut, Penggugat menuntut 

kerugian tersebut dikembalikan ditambah bunganya sejak tahun 1992 

hingga lunas dibayar. Atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat 

mendalilkan timbulnya kerugian tersebut dikarenakan macetnya 

pembangunan pabrik pemintalan. 

5. Namun, Tergugat menolak seuruh dali Penggugat. Dalam eksepsinya, 

Tergugat menyatakan bahwa isi gugatan sudah mengenai masalah 

internal antara dirut dan komisaris korporasi yang sama. Selisih paham 



151  

 

 

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat harus dibawa ke RUPS, 

bukan ke pengadilan. Adanya untung-rugi dalam sebuah korporasi 

terlebih dahulu harus dibuktikan dengan neraca dan perhitungan 

laba-rugi yang telah disetujui dan disahkan oleh RUPS. Dalam 

pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena 

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena 

Tergugat adalah pemilik P.T. Pintalanmas Internalusa. 

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri menolak eksepsi 

Tergugat. Sebab, Tergugat digugat sebagai pribadi, bukan sebagai 

komisaris P.T. Pintalanmas Internalusa. Selain itu, Pengadilan Negeri 

dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak ikut serta 

melakukan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 

Yuwono Widarto. Jadi, dalam putusannya Pengadilan Negeri memutus 

surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

Kemudian, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta 

menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dan 

membatalkan putusan yang sebelumnya, yakni Pengadilan Negeri. 

Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan 

menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga 

Penggugat mengalami kerugian. 

Di tingkat akhir, yakni tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa: 
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1. Pengadilan Tinggi salah dan melanggar hukum pembuktian, Pasal 

1905 BW dan Pasal 169 HIR. Karena, satu saksi bukan saksi (Unus 

Testis Nullus Testis). 

2. Tuduhan mentransfer uang ke rekening pribadi Pemohon kasasi sama 

sekali tidak terbukti. 

3. Pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat. Sebab, subjek hukum 

dalam gugatan Termohon kasasi kurang sehingga gugatan Termohon 

kasasi harus dinyatakan tidak dapt diterima. 

4. Pemohon kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

kerugian karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa dalam menghitung 

kerugian dalam sebuah korporasi, hakim tidak hanya berpedoman pada 

perhitungan satu atau beberapa transaksi. 

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menghitung untung-rugi 

suatu korporasi yaitu yang berasal dari hasil audit yang dilakukan oleh 

akuntan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UU PT di atas, 

dapat dipahami secara saksama bahwa perhitungan untung-rugi suatu 

korporasi yang dijadikan pedoman yaitu perhitungan yang berasal dari 

hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan 

akuntan publik yang dijadikan pedoman karena akuntan publik merupakan 

pihak yang independen, sehingga hasil auditnya benar dan netral. 

Penulis mendukung penuh upaya pemerintah Republik Indonesia 

dalam memberantas korupsi. Namun, penulis tidak mendukung direksi 
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BUMN yang tindakannya didasarkan pada iktikad baik (good faith) dan 

kehati-hatian (duty of care), tidak ada benturan kepentingan pribadi 

(conflict of interest), telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 

atau berlanjutnya kerugian, ditetapkan sebagai tersangka, bahkan 

terpidana korupsi hanya karena keputusan bisnis yang diambilnya 

merugikan BUMN tersebut. 

Padahal begitu jelas direksi BUMN yang tindakannya didasarkan 

pada iktikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty of care), tidak ada 

benturan kepentingan pribadi (conflict of interest), telah mengambil 

tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian, sedikit pun 

tidak ada niat jahat (mens rea) untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

Jadi, begitu tidak adil (unfair) direksi BUMN tersebut dinilai melakukan 

tindak pidana korupsi. 

Direksi BUMN dapat dinilai melakukan tindak pidana korupsi jika 

dengan sengaja melakukan penggelapan surat berharga, penipuan, 

pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. 

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa sesungguhnya status 

Negara Republik Indonesia dalam BUMN sebagai pelaku usaha, bukan 

penyelenggara pemerintah. Sebab, kekayaan negara yang disetor ke 

BUMN telah terpisah dari pemilik, pendiri, pemegang saham, maupun 

pengurus BUMN, sehingga kekayaan negara tersebut telah menjadi milik 

BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, implikasi yuridis dari terpisahnya 

kekayaan pemilik, pendiri, pemegang saham, maupun pengurus BUMN 
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dari BUMN, demi hukum kerugian satu atau lebih transaksi yang diderita 

BUMN tidak dapat dinilai sebagai merugikan keuangan negara, 

meskipun modal BUMN berasal dari kekayaan negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Meskipun UU Keuangan Negara dan UU Tipikor  menyatakan 

kekayaan atau keuangan negara dalam BUMN merupakan kekayaan 

atau keuangan negara, namun berdasarkan teori badan hukum dan 

transformasi hukum keuangan publik menjadi keuangan privat, maka 

kekayaan atau keuangan negara yang disetor ke dalam BUMN telah 

menjadi milik BUMN itu sendiri, tidak lagi milik negara. 

2. Sehubungan BUMN merupakan badan usaha yang berbadan hukum, 

maka kekayaan negara yang telah disetor oleh Negara Republik 

Indonesia (di-inbreng) ke kas BUMN telah menjadi milik BUMN, bukan 

lagi milik negara. Oleh karena itu, kerugian yang diderita oleh BUMN 

merupakan kerugian BUMN itu sendiri, bukan kerugian negara. 

 
 

B. Saran 

1. Diharapkan pengaturan kekayaan negara yang termaktub dalam UU 

Keuangan Negara dan UU Tipikor direvisi, agar UU Keuangan Negara 

dan UU Tipikor tidak lagi bertumpang tindih dengan UU BUMN. 
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2. Diharapkan ada ketegasan mengenai kekayaan atau keuangan 

negara, sehingga direksi BUMN tidak dilema lagi ketika ingin 

mengambil keputusan bisnis. 

3. Diharapkan aparat penegak hukum sebelum melakukan penyelidikan, 

harus memahami secara mendalam pada kasus yang akan diselidiki, 

sehingga penyelidikannya sesuai dengan kasus yang ditanganinya. 
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